
 

 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil 

penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Alasan utama dilakukan pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah 

milik kaum ini adalah untuk kesejahteraan anggota kaum dan anggota 

kaum tersebut dianggap paling membutuhkan dan diberi kepercayaan 

untuk mengolahnya. Hal ini tentu untuk menjaga agar anggota kaum 

tersebut bisa terjaga keberlangsungan hidupnya dan bisa membantu 

perekonomiannya. Karena ini merupakan milik komunal jadi ketika 

dilakukan proses ini memang harus untuk kepentingan anggota kaum 

agar bisa membantu kehidupan anggota kaum tersebut. Sehingga 

sangat memerlukan kesepakatan seluruh anggota kaum supaya tidak 

menimbulkan sengketa atau persoalan dikemudian hari. Kemudian 

dilakukan pemecahan tersebut untuk mendapatkan jaminan kepastian 

hukum mengenai status tanah yang didaftar, kepastian mengenai 

subyek dan obyek hak tanah tersebut. Kegiatan pemecahan sertifikat 

ini juga terjadi karena waris dan juga dalam kegiatan jual beli, tetapi 

pada tanah milik kaum ini lebih sering terjadi mengingat tanah di 

Sumatera Barat pada umumnya merupakan tanah ulayat. Bahwa 

perkembangan kemajuan teknologi dan semua pengetahuan yang 

sangat maju terutama dibidang pendidikan, sosial dan ekonomi 



 

 

sekarang ini, mengakibatkan fungsi dan manfaat tanah ulayat di 

Minangkabau bertambah. Menurut ketentuan adat Minangkabau untuk 

mengatasi kebutuhan tersebut bersama anggota kaum terlebih dahulu 

diatasi dengan hasil dari tanah ulayat kaum, apabila hasilnya tanah 

ulayat kaum tersebut tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan tersebut 

sedangkan keadaan sudah mendesak, maka barulah berlaku ketentuan 

“ndak kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah”.  

2. Untuk melaksanakan proses pemecahan sertifikat terhadap hak atas 

tanah milik kaum maka si pemohon terlebih dahulu harus mengetahui 

bagaimana prosedur dan apa saja syarat yang harus dilengkapi dalam 

proses pemecahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah kemudian juga memperhatikan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat 

dan Pemanfaatannya, maka proses pemecahan sertifikat terhadap hak 

atas tanah milik kaum untuk kepastian hak atas tanah di Kabupaten 

Lima Puluh Kota dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan.  

3. Untuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemecahan sertifikat 

terhadap hak atas tanah milik kaum ini mengenai kewajiban adat tidak 

ada kewajiban khusus seperti mengadakan acar adat tetapi biasanya 

hanya membayar sejumlah uang kepada pihak yang ikut serta dalam 



 

 

proses permohonan pemecahan ini. Hal ini juga bukan merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk kewajiban 

administrasi mengenai SPPT PBB tahun terbaru akan menjadi syarat 

yang harus dipenuhi ketika melakukan proses pemecahan sertifikat 

terhadap tanah milik kaum di kantor pertanahan kemudian ada juga 

biaya yang harus ditanggung pemohon mulai dari BPN dan juga untuk 

ditingkat jorong, nagari, camat, KAN, mamak kepala waris, pihak 

saksi dan pihak lain yang berbatasan dengan tanah pemohon. 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemecahan sertifikat 

terhadap hak atas tanah milik kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima 

Puluh Kota, adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, 

sebagai berikut : 

1. Kepada masyarakat yang memiliki tanah ulayat tersebut diharapkan 

kesadaran terhadap hak-hak dan kewajibanya. Jika memiliki tanah 

maka pergunakan sesuai dengan haknya, agar tidak adanya perselisihan 

dan dapat segera mungkin mengajukan permohonan pendaftaran tanah 

ulayat pada Kantor Pertanahan dengan cermat, teliti dan terbuka  

sehingga terhindar dari berbagai sengketa ataupun gugatan. Pengajuan 

permohonan tersebut, dimaksudkan supaya pemegang hak memiliki hak 

atas tanah yang dimilikinya dengan mempunyai kepastian hukum yaitu 

dengan adanya sertifikat yang menjadi alat bukti yang kuat dan dapat 

dimanfaatkan oleh pemegang hak dalam melakukan tindakan hukum. 



 

 

2. Kepada Pemerintah dan aparat Kantor Pertanahan agar dapat 

melakukan atau mengadakan penyuluhan serta sosialisasi mengenai arti 

pentingnya pendaftaran tanah dan juga sosialisasi mengenai pemecahan 

sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum ini karena dengan adanya 

penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat mendaftarkan 

tanahnya demi kepastian hukum dikemudian hari dan dapat 

memberikan pengarahan bagaimana proses serta syarat-syarat apa saja 

yang harus dipenuhi dalam melakukan proses pemecahan sertifikat 

terhadap hak atas tanah milik kaum tersebut agar bisa terlaksana dengan 

baik dan benar serta tidak merugikan pihak manapun sehingga proses 

pemecahan ini bisa berlangsung dengan lancar karena masyarakat sudah 

mengetahui apa saja yang harus mereka siapkan. 

3. Untuk mengantisipasi perselisihan atau sengketa yang timbul dari 

proses pendaftaran dan pemecahan tanah ini, maka diharapkan kepada 

pihak-pihak seperti Mamak Kepala Waris dan lembaga hukum adat 

terutama KAN agar bisa memaksimalkan perannya. Mamak Kepala 

Waris harus mampu bermusyawarah dengan kaumnya sehingga bisa 

muncul kesepakatan kaum dan KAN dalam pembuatan surat pernyataan 

pemilikan tanah harus dilaksanakan dengan baik supaya tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. 

 


